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Seperti kebanyakan konflik sumber daya alam yang terjadi secaraumum di Indonesia), Konflik dalam
pengelolaan sarang burung Walet yang terjadi antara Masyarakat ketiga Desa, Lubuk Mabar, Sukajadi,
Tanjung Raya dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra selain dikarenakan oleh adanya tarik-menarik
kepentingan antara kedua pihak secaraiangsung dalam penguasaan dan pengelolaan, juga tampak dari
adanya keterlibatan unsur Pemerintah di dalamnya yang mengakibatkan munculnya konflik itu.

Pemerintah dengan seperangkat wewenang, kekuasaan, dan hukum yang dimiiikinya terutama diera
Pemerintahan yang lalu mengel uarkan suatu kebijakan yang kurang memperhatikan aspirasi dan
kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan atau keputusan yang diambil kebanyakan hanya untuk
kepentingan pihak-pihak tertentu saja, terutama kepada perusahaan atau orang-orang yang secara materi
mempunyal modal yang besar dan mempunyai akses terhadap pemerintah (resources acces).

Pada kasus Sarang burung Walet diketiga desa tersebut, terlihat bagaimana Pemerintah telah mengambil
kebijakan yang di kemudian ternyata menimbulkan keributan atau konflik. Di Sumatera Selatan secara
Umum termasuk di lokasi penelitian hal ini sudah dimulai sejak pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 yang
secara otomatis menghapus Pemerintahan Marga yang sudah dijalankan sejak dahulu. Secara spesifik untuk
kasus sarang burung Walet, SK dari Diden PHPA menimbulkan dampak yang signifikan pada konflik antara
masyarakat ketiga Desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra.Suka atau tidak suka setelah timbul
keributan atau konflik yang notabene sumbernya banyak dari Pemerintah itu sendiri, Pemerintah juga yang
harus menyelesaikan keributan atau konflik itu. Dalam kasus sarang Burung Walet Pemerintah di tuntut
untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan CV Agung Putra
dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan prinsip "win-win solution”. Tetapi yang terpenting dan harus
benarbenar diperhatikan dalam proses penyelesaian konflik tersebut Pemerintah tidak boleh mengabaikan
masyarakat yang mana secara adat adalah pemilik gua suruman (Sarang burung Walet), yang men;jadi
sumber kehidupan bagi mereka sgjak zaman puyang (nenek moyang).

Untuk itulah tesis ini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dalam konflik yang terjadi antara
masyarakat ketiga desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra, balk selaku pihak yang menimbulkan
konflik, maupun selaku pihak yang harus menyelesaikan konflik .Penelitian ini berlokasi padatiga desa,
Lubuk Mabar, Sukgjadi, Tanjung Raya di Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Surnatera Selatan
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan pro sedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berdasarkan uraian informan (wawancaratidak terstruktur)
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serta pengamatan terhadap fenomena konflik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan
kajian secaralangsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data
tentang konflik yang terjadi.

Temuan Penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara rnasyarakat tiga desa dengan CV.Agung
Putra meningkat setelah adanya SK dari Dirjen PHPA yang memperpanjang masa berlaku pengelolaan
sarang Burung Walet. Kondisi tersebut di dukung oleh perubahan drastis wiring bergulirnya era reformasi
yang disikapi secara"euphoria".

Dalam hal penyelesaian konflik, maka dari pihak pemerintah telah melakukan upaya-upaya antaralain
dengan mengadakan pertemuan antara masyarakat ketiga desa tersebut dengan CV.Agung Putra. Dalam
pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, terutama tentang pembagian hasil panen sarang burung
walet. Akan tetapi kesepakatan yang telah ditetapkan selalu sgja dilanggar, terutama oleh pihak CV.Agung
Putra. Karena penyelesaian konflik sarang burung walet ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan
secara tuntas, maka Pemda Lahat, sekarang ini menetapkan sarang burung walet dalam keadaan status quo.



